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<b>LATAR BELAKANG</b><br>

Setelah melalui perdebatan yang cukup sengit hingga timbul ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat,
akhirnya padatanggal 22 Desember 1973 Dewan Perwakilan Rakyat (DPP) dapat mengesahkan Rancangan
Undang-undang Perkawinan tahun 1973 (untuk selanjutnya ditulis RUUP 1973) menjadi UndangUndang,
dan padatanggal 2 Januari 1974 Pemerintah telah mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dengan nama "Undang-undang Republik Indonesia Nomor | tahun 1974
tentang Perkawinan”. Dengan berlakunya undang-undang ini maka berakhirlah keaneka-ragaman hukum
perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.
<br><br>

Sebagaimana diketahui proses pembentukan Undang-undang Perkawinan di Indonesia mengundang
perhatian yang sangat besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Setiap kali Pemerintah mengajukan
usulan RUUP kepada DPR, muncul reaks pro dan kontra dalam kalangan masyarakat baik dari masyarakat
muslim maupun dari masyarakat non muslim. Reaksi pro dan kontra terhadap RUUP itu muncul baik di
kalangan para anggota DPR itu sendiri melalui fraksi-fraksinya maupun di kalangan masyarakat luas yang
disampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan. Kalangan umat |slam menghendaki agar
hukum perkawinan Islam yang selama ini ditaatinya dijadikan sebagai undang-undang yang berlaku khusus
bagi umat I1slam. Sedang golongan masyarakat lain terutama golongan non muslim sangat keberatan apabila
hukum perkawinan Islam dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam. Melaui fraks
Katolik di DPR, mereka menyatakan bahwa suatu RUU Pokok Pernikahan umat 1slam bukanlah termasuk
kompetisi parlemen dan pemerintah-lepas dari baik dan tidak. Dengan kata lain mereka menghendaki agar
umat Islam meninggalkan hukum perkawinan Islam bagi dirinya dan bersedia mengikuti hukum perkawinan
umum yang bersifat sekuler yang dianggapnya sebagai hukum nasional. Kondisi semacam ini terjadi pada
saat Pemerintah mengajukan dua RUU Perkawinan, yaitu : (1) RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan
Umat Islam, dan (2) RUU tentang K etentuan Pokok Perkawinan yang berlaku bagi golongan nonmuslim.
Kedua RUU itu akhirnya dikembalikan lagi kepada Pemerintah karena ada salah satu fraksi (fraksi
Katolik)yang menolak RUU yang pertama (RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan Umat Islam) meskipun
fraksi-fraksi lain yang berjumlah 13 fraksi dapat menerimanya.
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